
DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Penasehat Dan Organisasi Bantuan 
Hukum, Ghalia Indonesia.

Yudha pandu, 2004, Klien dan advokat dalam praktek, PT. Abad

Siswanto Sunarso, 2015, Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, Dan 
Aplikasi, Rajawali press, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2005, Hukum Pidana Materill, Kurnia Kalam Yogyakarta.

R.Tresna, 1959, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Tiarajakarta.

E.Utrecht, 1986, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas Surabaya.

Jan Rammelink, 2003, hukum pidana, PT.Gramedia Pustaka Utama.

Adnan Buyung Nasution, 2007, Bantuan Hukum Di Indonesia, Pustaka 
LP3ES Jakarta.

T. Mulya Lubis, 1986, Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural, Pustaka 
LP3ES Jakarta.

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015 Dualisme Penelitian Hukum, 
Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto, 1983, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, 
Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas 
Indonesia.

M.Yahya Harahap, 2004, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP 
(penyidikan dan penuntutan).

 
Abdurahman, 1983, Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia.

Siswanto. S, 2012, politik hukum dalam undang-undang narkotika(UU No.35 
tahun 2009).

Sudikno Mertokusumo, 2007 Mengenal Hukum Liberty Yogyakarta.



B. Jurnal-Jurnal

Syaiful bakhri, Artikel Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, Media 
Online terbitan 07 Maret 2012.

Arya Fitri, 2014, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Peredaran Narkotika” 
(Skripsi bagian hukum pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Makassar).

Asep Mufti, 2006, “Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi 
Tersangka Yang Tidak Mampu Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana” 
(Skripsi bagian hukum pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta),

Pujiarto, Iwan Wahyu dkk “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum 
Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan 
Hukum”, Arena Hukum No 3 tahun 2013. http//id. Portalgaruda.org

Pakpahan Hatarto, “Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna 
Dalam Tindak Pidana Narkotika”, Arena Hukum No 2. http//id. 
Portalgaruda.org

Rajagukguk, Todiman dkk “Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan 
Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara 
Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekan Baru”, Jurnal Online Mahasiswa No 
1 tahun 2013. http//id. Portalgaruda.org

Yuwono Prianto, “Penyalahgunaan Narkoba Dan Upaya Penegakan 
Hukumnya”, Era Hukum No 1 tahun 2005. http//id. Portalgaruda.org.

Lawren, T.P Siburian, “Kondisi Sistem Peradilan Di Indonesia”, Era Hukum 
No 14 tahun 2007. http//id. Portalgaruda.org

Sutrisni, Ni komang, ”Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat 
Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu”, 
Jurnal Advokasi No 2 tahun 2015 Fakultas Hukum Universitas 
Mahasaraswati Denpasar. 

Candra dewi, A A Istri Mas, “Perlindungan Hukum Terhadap 
Penyalahgunaan Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang No 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Jurnal Magister Hukum Udayana No 1 
tahun 2012. Fakultas Hukum Universitas Udayana. 



Saraswati, Putu Sekarwangi, “Implementasi Hak Tersangka Untuk 
Memperoleh Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum 
Polda Bali”, Jurnal Magister Hukum Udayana No 2 tahun 2013. Fakultas 
Hukum Universitas Udayana.

Manik, Eni Heri, “Bantuan Hukum Dan Penyantunan Terpidana Perspektif 
Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Udayana No 2 
tahun 2016. Fakultas Hukum Universitas Udayana. 

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang  Nomor 8 tahun 1981 tentang  Kitab Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor  50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 
Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun2013 tentang syarat 
dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

Surat edaran Mahkamah Agung RI No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman 
Pemberian Bantuan Hukum (SEMA PPBH).

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).



D. Internet

Interaksi Sosial Dalam Hubungan Antar 
Manusia,https://id.m.wikipedia.org/wiki.com.

Catatan denyrendra,denyrendra.net/kulkus-individu. 

Tahap Dalam Proses Peradilan Pidana, 
https://karyamusisiamatiran.blogspot.co.id.

http//keluarga harapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/.

Pengertian Lembaga Bantuan Hukum http://m.hukumonline.com
Artikel Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika terbitan 07 Maret 2012 
http://drsyaifulbakhri.blogspot.co.id.

Artikel BNN Sejarah Singkat Narkoba, dalam 
(http://bonebolangokab.bnn.go.id)

https://karyamusisiamatiran.blogspot.co.id/
http://m.hukumonline.com/
http://drsyaifulbakhri.blogspot.co.id/
http://bonebolangokab.bnn.go.id/

